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ABSTRACT

This paper aims to know about Tax Collection Performance of Swallow Nest by
Region Tax Regulation Council of Palembang City in Improving Real Region Income of
Palembang City in 2016. The background problems are fluctuative approval realization
and target of tax, taxpayers do not pay the tax routinely each month, taxpayers do not
deposit the tax to Region Tax Regulation Council directly, 76 taxpayers do not pay the tax,
and the implementation of administrative sanctions has not been maximum enough. This
research’s type is descriptive, using the qualitative research method. The type of data is
primary and secondary. The data collection techniques are documentation, interview, and
observation. The results of this research are; there is no tax procedure complicating the
taxpayers in hiding their tax debt, the collection does not suit the period term and involves
another side such as communities of Swallow Nest, and implementation of tax system of
Swallow Nest’s such as administrative sanctions in form of warning letter is not done
according to existing regulation. So the solution are Region Tax Regulation Council of
Palembang City should do recollection data procedure and subject investigation and tax
object routinely, Swallow Nest tax collection should be done according to Palembang
Mayor Regulation Number 39 in 2011 of Mechanism Requirement and Swallow Nest tax
collection solid procedure section 5 which are tax period is one month, section 2 where
mayor holds tax collection through Region Tax Regulation Council of Palembang City and
tax system implementation according to Palembang Mayor Regulation Number 22 in 2013
about a change of Mayor Regulation Number 39 in 2011 on section 24 verse 3 about
billing with warning letter.

Keywords : Performance, Collection, Swallow Nest’s Taxation
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ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pemungutan Pajak Sarang Burung
Walet oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang tahun 2016. Permasalahan yang menjadi latar
belakang vaitu target dan realisasi penerimaan pajak yang fluktuatif, wajib pajak tidak
rutin membayar pajaknya setiap 1 bulan kalender, wajib pajak tidak langsung menyetor
pajak ke BPPD, 76 wajib pajak tidak membayar pajak, dan pelaksanaan sanksi
administratif yang belum maksimal. Jenis penelitian adalah deskriptif, yang menggunakan
metode penelitian kualitatif. Jenis data adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan
data yaitu dokumentasi, wawancara, dan observasi. Temuan penelitian yaitu tidak adanya
prosedur pajak yang dapat menyulitkan wajib pajak dalam menyembunyikan hutang
pajaknya, pemungutan tidak sesuai masa pajak dan melibatkan pihak lain yaitu paguyuban
Burung Walet, serta penegakan si stem pajak yaitu sanksi administratif berupa Surat
Teguran tidak dilaksanakan dengan baik. Maka dapat diberikan solusi yaitu BPPD Kota
Palembang sebaiknya melakukan prosedur pendataan ulang dan pengawasan subjek dan
objek pajak secara rutin, pemungutan pajak sarang Burung Walet sebaiknya juga
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 39 tahun 2011 tentang
Persyaratan Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
pada pasal 5 yaitu masa pajak 1 bulan kalender, pasal 2 yaitu Walikota yang
menyelenggarakan pemungutan pajak melalui BPPD dan penegakan sistem pajak sesuai
dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 22 tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Nomor 39 tahun 2011 pada pasal 24 ayat 3 tentang penagihan dengan
surat teguran.

Kata Kunci: Kinerja, Pemungutan, Pajak Sarang Burung Walet
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial
dan ekonomi. Pajak merupakan hal yang tidak asing lagi di telinga warga negara
Indonesia. Dimana pemungutan pajak di Indonesia sudah dilakukan walaupun pada tingkat
yang sederhana sejak masa kerajaan tertua di Indonesia. Pada mulanya pajak bukan
merupakan suatu pemungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat
kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara
terhadap serangan musuh dari luar, membuat jalan untuk umum, membiayai pegawai
kerajaan dan sebagainya.

Pada masa reformasi pemungutan pajak tidak lagi dilaksanakan dengan tingkatan
yang sederhana seperti pemberian sukarela dari rakyat kepada raja tetapi dengan
menerapkan salah satu sistem administrasi pemerintahan daerah yaitu pendekatan
desentralisasi dimana yang melakukan pemungutan pajak bukan hanya pemerintah pusat
tetapi juga pemerintah daerah. Seperti diketahui Negara Kesatuan Republik Indonesia
terdiri atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut
mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat.

Di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang

telah direvisi dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 dijelaskan bahwa melalui
1
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otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan
sumber-sumber daerah. Pemerintah pusat memberikan kesempatan dan kewenangan yang
sangat luas bagi pemerintah daerah dalam menghimpun berbagai jenis pendapatan daerah.
Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya
untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga
mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai
kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah
Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam upaya
meningkatkan PAD, daerah diberi kekuasaan dalam menentukan jenis pungutan dan
besaran tarif pungutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah,
selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Mardiasmo (2002:132) berpendapat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah
penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, restribusi daerah, hasil
perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap PAD.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yaitu Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa.

Berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan



digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kota Palembang merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan yang
melakukan kebijakan otonomi daerah salah satunya yaitu melakukan pemungutan pajak
daerah kota/kabupaten yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang Kini telah
berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Pelembang. Badan
Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Pelembang sendiri mengelola berbagai pajak dan
retribusi daerah yang ada di Kota Palembang.

Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Pelembang mengelola 11 sektor
pajak daerah yaitu meliputi:

1. Pajak hotel

2. Pajak restoran

3. Pajak hiburan

4. Pajak reklame

5. Pajak penerangan jalan

6. Pajak parkir

7. Pajak air tanah

8. Pajak mineral bukan logam dan batuan
Q. Pajak Bumi dan Bangunan

10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
11.  Pajak sarang Burung Walet.

Besaran penerimaan setiap jenis pajak daerah berbeda-beda. Setiap jenis pajak
daerah memiliki besaran kontribusi yang berbeda-beda pula terhadap PAD. Pajak sarang
Burung Walet merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap
PAD Kota Palembang yang terkecil dari ke-11 sektor setelah pajak air tanah yang dapat

dilihat pada tabel 1 di berikut:



Tabel 1. Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2016

L Penerimaan
No Jenis pajak daerah (Rp)
1. | Pajak Hotel 52.346.963.653
2. | Pajak Restoran 70.544.503.680
3. | Pajak Hiburan 16.940.474.310
4. | Pajak Reklame 16.567.211.469,38
Pajak Penerangan Jalan : 144.623.547.385
5. | Pajak Penerangan Jalan Non PLN 5.786.841.229
Pajak Penerangan Jalan PLN 138.836.706.156
6. | Pajak Parkir 24.783.105.599
7. | Pajak Air Tanah 22.553.728
8. | Pajak Sarang Burung Walet 68.450.001
9. | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 691.787.625
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
10. Perkotaan 117.558.226.402
11. | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 92.405.857.197
Jumlah Pajak Daerah 536.552.681.049,38

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang
Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah Pajak Daerah Kota Palembang

tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 536.552.681.049,38. Pajak sarang Burung Walet sendiri
mempunyai kontribusi yang terkecil kedua setelah pajak air tanah yaitu sebesar Rp.
68.450.001,- dari jumlah keseluruhan pajak daerah di Kota Palembang.

Salah satu jenis Pajak Daerah yang harus mendapatkan perhatian lebih oleh
pemerintahan daerah Kota Palembang adalah Pajak sarang Burung Walet dikarenakan
Kota Palembang merupakan lokasi yang potensial untuk melakukan penangkaran sarang
Burung Walet dan hasil sarang Burung Walet dari kota Palembang sudah banyak di
distribusikan ke pasar domestik bahkan pasar internasional. Dari potensi yang besar
tersebut diharapkan penerimaan pajak sarang Burung Walet dapat lebih banyak dari pajak
daerah lainnya dan nantinya dapat berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kota Palembang.

Upaya Pemerintah Daerah adalah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang
ketentuan-ketentuan pajak pengambilan sarang Burung Walet agar setiap wajib pajak

mengerti, memahami dan melaksanakan ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut tertulis di
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dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang
Burung Walet. dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 39 tahun 2011 tentang
Persyaratan Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Di
dalam perda tersebut sudah diatur dengan jelas semua hal yang berhubungan dengan pajak
sarang Burung Walet di Kota Palembang yang dijadikan landasan dan pedoman oleh
BPPD Kota Palembang dalam melaksanakan pemungutan pajak sarang Burung Walet di
Kota Palembang.

Menurut pasal 2-5 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2010
tentang Pajak sarang Burung Walet. Pada pasal 2 dan 3 tentang Nama, Objek, Subjek dan
Wajib Pajak sarang Burung Walet adalah:

a. Dengan nama Pajak sarang Burung Walet dipungut Pajak atas setiap pembayaran
pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

b. Objek Pajak sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan
sarang Burung Walet.

C. Tidak termasuk Pajak sarang Burung Walet adalah Pengambilan sarang Burung

Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

d. Subjek pajak sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

e. Wajib Pajak sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pada pasal 4 tentang Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak sarang

Burung Walet adalah:
a. Dasar Pengenaan Pajak sarang Burung Walet adalah Nilai Jual sarang Burung
Walet.

b. Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksudkan pada poin (a) dihitung
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berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang
berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

C. Tarif Pajak sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
d. Besaran Pokok Pajak sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada poin (c) dengan dasar pengenaan

pajak sebagaimana dimaksud pada pion (a).

e. Pajak sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pada pasal 5 tentang Masa Pajak dijelaskan bahwa masa pajak adalah jangka waktu
1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor,
dan melaporkan pajak yang terutang.

Mekanisme pembayaran Pajak sarang Burung Walet itu sendiri bersifat self
assessment, yakni wajib pajak itu sendiri yang menyetorkan dan melaporkan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ke Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota
Palembang setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 39 tahun 2011 tentang
Persyaratan Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak sarang Burung Walet pada
Lampiran 1 tabel Jenis sarang Burung Walet dan nilai Jual Hasil Pengembalian dan/atau
penguasaan dijelaskan bahwa jenis sarang Burung Walet yang dikenakan pajak ada 3 jenis
yaitu Kualitas Super dengan harga Rp 9.000.000,-, Kualitas Hitam dengan harga Rp
7.000.000,- dan Kualitas Kotor Rp 6.000.000,-. Karena mekanisme pembayaran Pajak
Sarang Burung Walet itu sendiri bersifat self assessment, yakni wajib pajak itu sendiri yang
menghitung, menyetorkan dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ke
Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang setiap bulannya, maka dari itu pihak

BPPD tidak mengetahui secara detail mengenai jenis sarang Burung Walet dan nilai jual
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hasil pengembalian dan/atau penguasaan. Sehingga pihak BPPD tidak dapat menghitung
secara rinci mengenai berapa hasil produksi air liur sarang Burung Walet yang diperoleh
wajib pajak dan juga tidak tahu nominal pajak sarang Burung Walet yang seharusnya
disetorkan oleh wajib pajak kepada BPPD.

Menurut BPPD, wajib pajak yang memiliki gedung tempat penangkaran walet di
kota Palembang, gedungnya didatangi Burung Walet berjenis walet sarang hitam. Karena
di kota Palembang sangat sulit ditemukan Burung Walet yang dapat menghasilkan air liur
berkualitas super dikarenakan kondisi lingkungan Kota Palembang yang kurang
mendukung yaitu tercemar polusi suara. Pada tahun 2016 harga air liur sarang Burung
Walet sekitar Rp 4.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,-/kg. Sedangkan pada Peraturan
Walikota Palembang No.39 tahun 2011 dijelaskan bahwa harga jual air liur walet kualitas
hitam adalah Rp. 7.000.000/kg. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak tidak menghitung
pajak terutangnya berdasarkan peraturan yang berlaku melainkan berdasarkan harga pasar
air liur walet hitam pada tahun 2016 yang berlaku.

Berikut merupakan jumlah wajib pajak, target dan realisasi penerimaan pajak
sarang walet yang dipungut oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota
Pelembang selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat
dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak, Target, dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang
Burung Walet Tahun Anggaran 2012-2016 di Kota Palembang

Target Realisasi
No. | Tahun Jumlah WP (Rp) %) (Rp)
1. 2012 115 100.000.000 31,96 31.960.000
2. 2013 115 50.000.000 63,93 31.965.000
3. 2014 115 30.000.000 88,00 26.400.000
4, 2015 115 50.301.000 127,45 64.109.000
5 2016 115 60.474.342,76 113,19 68.450.001

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak setiap tahunnya tidak

ada penambahan maupun pengurangan yaitu berjumlah 115 Wajib Pajak. Menurut BPPD
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hal ini terjadi karena ada pengusaha yang tidak mendaftakan diri sebagai wajib pajak dan
ada juga pengusaha yang sebenarnya sudah tidak melakukan usaha sarang Burung Walet
tetapi tidak melaporkan ke BPPD untuk melakukan penghapusan nama sebagai wajib pajak
sarang Burung Walet. Pada tabel 2 tersebut juga disebutkan bahwa target dan realisasi
penerimaan pajak sarang Burung Walet di Kota Palembang setiap tahun khususnya pada
tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi. Target pendapatan pajak
sarang Burung Walet pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan
sedangkan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan. Target
tertinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi penerimaan
pajak yaitu sebesar Rp. 31.960.000,-. Sedangkan target terendah ada pada tahun 2014 yaitu
sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut sebesar
Rp. 26.400.000,-. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016, realisasi penerimaan pajak sarang
Burung Walet di Kota Palembang sudah melebihi target yaitu 127,45% dan 113,19%
sebesar Rp. 64.109.000,- dan Rp. 68.450.001,-.

BPPD Kota Palembang menyatakan target dan realisasi penerimaan pajak sarang
Burung Walet yang mengalami fluktuasi ini terjadi dikarenakan usaha Burung Walet di
Kota Palembang diperkirakan mencapai 130 pengusaha dan yang terdata sebagai wajib
pajak hanya 115, wajib pajak yang sudah terdaftar di BPPD kota Palembang masih banyak
yang tidak menyetorkan pajak usaha sarang Burung Walet dan pengusaha juga tidak
mendaftarkan izin mendirikan bangunan (IMB) sesuai peruntukan.

Bangunan atau gedung tempat penangkaran sarang Burung Walet di Kota
Palembang kini banyak yang kosong atau tidak didatangi oleh Burung Walet sehingga
dibiarkan kosong tidak terurus oleh pengusaha. Hal itu disebabkan oleh kondisi lingkungan
di Kota Palembang yang semakin padat dan tercemar oleh polusi suara dari berbagai

macam kendaraan yang berbanding terbalik dengan lingkungan hidup Burung Walet yang
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seharusnya tenang dan bebas dari polusi suara. Burung Walet juga banyak mencari makan
di sungai dan rawa yang seperti diketahui jarang ditemukan di Kota Palembang.

BPPD Kota Palembang juga menyatakan bahwa penangkaran sarang Burung Walet
kini tidak lagi dijadikan sebagai pekerjaan yang utama oleh para wajib pajak tetapi hanya
tetapi hanya sebagai pekerjaan sampingan. Karena ada beberapa penelitian yang tidak
membuktikan khasiat dari sarang Burung Walet dalam menyembuhkan penyakit, sehingga
banyak pengusaha sarang Burung Walet yang tidak lagi melakukan usaha sarang Burung
Walet. Di lapangan pihak BPPD juga hanya menemukan bangunan berupa gedung tempat
penangkaran sarang Burung Walet tetapi tidak menemukan penangkar yang bersangkutan
sehingga sangat sulit untuk mendata pengusaha untuk dijadikan wajib pajak.

Berikut ini merupakan hasil produksi dan jumlah pajak sarang Burung Walet yang
dikenakan kepada wajib pajak yang membayar pajak tahun 2016.

Tabel 3. Hasil produksi sarang Burung Walet wajib pajak yang membayar pajak
tahun 2016

Jumah Jumlah wajib | Hasil produksi sarang | Jumlah pajak

No Kecamatan wajib pajak yang Burung Walet WP yang

' pajak membayar yang membayar pajak | dikenakan

pajak (Rp) (Rp)
1. Iir Timur 1 78 27 397.500.010 39.750.001
2. Ilir Timur 2 15 7 164.000.000 16.400.000
3. Ilir Barat 1 3 0 0 0
4. Ilir Barat 2 3 2 42.000.000 4.200.000
5. | Seberang Ulu 1 2 0 0 0
6. | Seberang Ulu 2 1 1 30.000.000 3.000.000
7. Sukarami 1 0 0 0
8. Sako 4 1 30.000.000 3.000.000
9. Kemuning 8 1 21.000.000 2.100.000
Jumlah 115 39 684.500.010 68.450.001

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang
Berdasarkan tabel 3 dijelaskan bahwa wajib pajak sarang Burung Walet di

beberapa kecamatan di Kota Palembang yang mempunyai usaha sarang Burung Walet dan
yang sudah terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang yaitu

tersebar di 9 kecamatan di Kota Palembang yaitu kecamatan Ilir Timur 1, lir Timur 2, llir
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Barat 1, Ilir Barat 2, Seberang Ulu 1, Seberang Ulu 2, Sukarami, Sako, dan Kemuning.
Dari keseluruhan wajib pajak yang tersebar di 9 kecamatan tersebut yaitu sebanyak 115
WP hanya ada 39 WP di 6 kecamatan yang membayar pajak sarang Burung Walet dan di
masing-masing kecamatan juga tidak semua wajib pajak yang membayar kewajibannya.
Ada 3 kecamatan yang tidak membayar pajak sarang Burung Walet yaitu Kecamatan Ilir
Barat 1, Seberang Ulu 1, dan Sukarami. Pihak BPPD Kota Palembang menyatakan bahwa
hal itu terjadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada wajib pajak yang
sebenarnya sudah tidak menjadi pengusaha sarang Burung Walet tetapi tidak melaporkan
ke pihak BPPD untuk melakukan penghapusan dari wajib pajak sarang Burung Walet.
Alasan lain mengapa banyak wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya yaitu seperti
diketahui kondisi lingkungan di Kota Palembang yang semakin padat dan tercemar oleh
polusi suara dari berbagai macam kendaraan dan tempat-tempat hiburan yang berbanding
terbalik dengan lingkungan hidup Burung Walet yang seharusnya tenang dan bebas dari
polusi suara sehingga menyebabkan Burung Walet tidak lagi mau datang ke gedung
pengusaha dan tidak menghasilkan air liurnya lagi.

Dapat dilihat pada tabel 3 bahwa hasil produksi sarang Burung Walet WP yang
membayar pajak yang terbanyak adalah di kecamatan Ilir Timur 1 yaitu Rp. 397.500.010,-
dengan 27 wajib pajak yang membayar kewajibannya dan jumlah pajak yang dikenakan
kepada wajib pajak yaitu Rp. 39.750.001,- yang dihitung berdasarkan pajak sarang burut
walet yang berlaku yaitu 10% dari hasil produksi sarang Burung Walet. Kecamatan Ilir
Timur 2 dengan 15 wajib pajak hanya 7 yang membayar kewajibannya yaitu Rp.
16.400.000,- dengan hasil produksi sebesar Rp 164.000.000,-. Pada Kecamatan Ilir Barat
terdapat 3 wajib pajak sarang Burung Walet dengan 2 wajib pajak yang membayar
kewajibannya yaitu sebesar Rp. 4.200.000,- dengan hasil produksi sebanyak Rp.

42.000.000,-. Berbeda dengan kecamatan Seberang Ulu 2 dengan satu wajib pajak dan
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wajib pajak tersebut juga telah memenuhi kewajibannya sebesar Rp. 3.000.000,- dari hasil
produksi berjumlah Rp.30.000.000,-. Dari 4 wajib pajak sarang Burung Walet yang ada di
kecamatan Sako, hanya ada 1 wajib pajak yang patuh membayar pajak yaitu Rp.
3.000.000,- dari hasil produksi sebesar Rp.30.000.000,-. Kecamatan terakhir yang menjadi
wajib pajak sarang Burung Walet yaitu kecamatan Kemuning, dimana dari 8 wajib pajak
yang ada hanya ada 1 wajib pajak saja yang membayar kewajibannya yaitu sebesar Rp.
2.100.000,- yang dihitung 10% dari hasil produksi sarang Burung Waletnya yaitu Rp.
21.000.000,-.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Pajak Sarang Burung Walet pada pasal 5 dijelaskan bahwa Masa Pajak yaitu 1 (satu) bulan
kalender, namun pada kenyataan di lapangan Masa Pajak pemungutan pajak Sarang
Burung Walet yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota
Palembang yaitu tidak menentu. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 4 yaitu tabel Realisasi
Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dari Januari s/d Desember 2016 berikut ini.

Tabel 4. Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dari Januari s/d
Desember 2016

Realisasi Realisasi Akumulasi Pertambahan
Bulan Penerimaan Penerimaan Jumlah Realisasi Penerimaan
(Rp) (%) (Rp)

Januari 250.000 0,44 250.000
Februari 15.100.000 27,23 15.350.000
Maret 13.430.000 51,05 28.780.000
April 0 51,05 28.780.000
Mei 8.520.000 66,16 37.300.000
Juni 300.000 66,70 37.600.000
Juli 2.000.000 70,24 39.600.000
Agustus 2.480.000 74,64 42.080.000
September 6.516.666 86,20 48.596.666
Oktober 11.981.667 100,17 60.578.333
November 5.531.665 109,32 66.109.998
Desember 2.340.003 113,19 68.450.001

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang

Tabel 4 menjelaskan bagaimana realisasi penerimaan per bulannya dan akumulasi

pertambahan jumlah realisasi penerimaan pajak sarang Burung Walet per bulannya pada
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tahun 2016 yaitu dari bulan januari sampai desember. Dapat dilihat bahwa penerimaan
pajak sarang Burung Walet pada bulan April tahun 2016 adalah Rp. 0,-. Hal ini
menunjukkan bahwa wajib pajak tidak membayar pajak rutin setiap 1 bulan kalender.
BPPD Kota Palembang menyatakan bahwa wajib pajak sarang Burung Walet melakukan
pembayaran tergantung dari berapa lama wajib pajak dapat mengumpulkan hasil dari
sarang Burung Walet. Hal itu dikarenakan Burung Walet merupakan burung liar, tidak
dapat ditentukan kapan air liurnya dapat dipanen, pengusaha biasanya mengumpulkan air
liur terlebih dahulu selama 3 bulan lalu dapat di jual. Wajib pajak itu sendiri ada yang
langsung membayar ke BPPD dan ada juga yang tidak langsung membayar pajak ke BPPD
Kota Palembang, tetapi dibentuk sebuah paguyuban antara beberapa wajib pajak, lalu
paguyuban mengumpulkan pajak dari setiap wajib pajak dan dalam jangka waktu tertentu
disetorkan ke BPPD Kota Palembang.

Di dalam proses pemungutan pajak sarang Burung Walet ini juga tidak ada
pengawasan terhadap wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak terutang. BPPD
hanya mengutamakan kejujuran dari wajib pajak dalam menentukan besaran pajak terutang
yang akan disetor ke BPPD. BPPD menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada sanksi
yang tegas bagi wajib pajak yang tidak menyetor ataupun yang menyetor tidak dalam
jangka waktu yang telah ditentukan. Selama ini cara yang dilakukan oleh pihak BPPD
adalah dengan memberikan surat perintah yang berisi ajakan agar wajib pajak yang
bersangkutan segera menyetorkan pajak sarang Burung Waletnya kepada pihak BPPD
dalam jangka waktu setiap 1 bulan kalender.

Kinerja menurut Tika (2006) adalah hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang
atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk
mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.

Kinerja menurut Bastian (Halim, 2007:209) merupakan prestasi yang dapat dicapai
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oleh organisasi dalam periode tertentu.

Target maupun realisasi penerimaan pajak sarang Burung Walet setiap tahunnya
belum stabil yaitu mengalami kenaikan dan penurunan. Ini berarti secara umum Kinerja
pemungutannya belum baik. Kinerja pemungutan pajak sarang Burung Walet oleh BPPD
Kota Palembang ini akan kembali dipertanyakan mengingat target dan realisasi penerimaan
pajak sarang Burung Walet masih dibawah potensi yang sebenarnya, apabila dibandingkan
dengan tarif pajak yang mencapai 10% dan wajib pajak yang mencapai 115 WP yang
tersebar di 9 kecamatan di Kota Palembang.

Toshiyuki dalam Budi Prijanto (Djaenuri, 2012), bahwa target akhir administrasi
perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal yang sama juga dinyatakan
oleh Summer (Djaenuri, 2012), bahwa dalam sistem self assessment, aktivitas utama
administrasi perpajakan adalah untuk mengawasi kepatuhan dan meyakinkan bahwa wajib
pajak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengna ketentuan yang berlaku
khususnya dalam hal pendaftaran wajib pajak, penilaian menjalankan prosedur
pemungutan, pelaporan dan pembayaran dengan tidak melakukan penghindaran dan
penggelapan pajak. Menurut Budi Prijanto (Djaenuri, 2012), administrasi perpajakan yang
baik, pada dasarnya tidak hanya mampu mengumpulkan penerimaan pajak sebesar-
besarnya, tetapi juga menyangkut seberapa besar jurang kepatuhan, yaitu selisih antara
penerimaan pajak yang sesungguhnya dengan penerimaan pajak potensial dengan
kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan.

Adapun motivasi penelitian ini disebabkan oleh adanya berbagai masalah dan
kendala sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet mengalami kenaikan
dan penurunan (fluktuatif) pada tahun 2012-2016 meskipun dengan jumlah wajib

pajak yang sama yaitu 115 WP.
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Wajib pajak tidak rutin membayar pajak sarang Burung Walet setiap 1 bulan
kalender.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2010
tentang Pajak Sarang Burung Walet pada pasal 5 dijelaskan bahwa Masa Pajak
yaitu 1 (satu) bulan kalender, namun pada kenyataannya wajib pajak sarang Burung
Walet melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang tidak menentu. Hal
itu dapat dilihat dari data penerimaan pajak sarang Burung Walet dari bulan januari
sampai desember tahun 2016, pada bulan April adalah Rp. 0,-. Hal ini menunjukkan
bahwa wajib pajak tidak membayar pajak rutin setiap 1 bulan kalender.

Wajib pajak tidak langsung menyetor pajak ke BPPD Kota Palembang.

Mekanisme pembayaran Pajak sarang Burung Walet bersifat self assessment
yaitu wajib pajak menghitung, mengisi SPTPD dan menyetor sendiri pajaknya.
Namun pada kenyataan di lapangan tidak semua wajib pajak sarang Burung Walet
membayar langsung ke BPPD, tetapi sebagian besar wajib pajak membayar melalui
paguyuban, dan paguyuban yang menyetor pajak ke BPPD Kota Palembang.

Ada 76 wajib pajak sarang Burung Walet yang tidak membayar kewajibannya.

Pada tahun 2016, dari keseluruhan wajib pajak yang tersebar di 9 kecamatan
yaitu 115 WP hanya ada 39 WP di 6 kecamatan yang membayar pajak sarang
Burung Walet. Sedangkan wajib pajak sarang Burung Walet di 3 kecamatan yaitu
Kecamatan Ilir Barat 1, Seberang Ulu 1, dan Sukarami pada tahun 2016 tidak
membayar pajak.

Pelaksanaan sanksi administratif belum maksimal bagi wajib pajak yang tidak
membayar pajak sarang Burung Walet ataupun bagi yang tidak menyetor pajak

setiap 1 bulan kalender.
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Berdasarkan berbagai permasalahan dan kendala tersebut, maka perlu diteliti
mengenai “Kinerja Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet oleh Badan Pengelolaan
Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kota Palembang tahun 2016”

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan evaluasi
bagi Pemerintah Kota Palembang, khususnya bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah
(BPPD) Kota Palembang dalam melakukan pemungutan pajak daerah dalam meningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor pajak sarang Burung Walet.

B.  Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan
penelitian ini adalah: Bagaimana Kkinerja pemungutan pajak sarang Burung Walet oleh
Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang tahun 20167
C.  Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja pemungutan
pajak sarang Burung Walet oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota
Palembang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang tahun
2016.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi jurusan IImu Administrasi Negara
terutama konsentrasi Keuangan Publik mengenai pemungutan pajak khususnya
pemungutan pajak sarang Burung Walet baik secara teori maupun praktek di lapangan.

2. Manfaat Praktis
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Sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk Badan Pengelolaan Pajak Daerah
(BPPD) Kota Palembang dan instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan pemungutan
pajak terutama pajak sarang Burung Walet sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kota Palembang di masa yang akan datang.
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